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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PRT/M/2019
TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal S5 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
pemerintah pusat berwenang mengembangkan standar
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, standar
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
untuk setiap produk Jasa Konstruksi diatur oleh menteri
teknis terkait sesuai dengan kewenangannya,;

bahwa pedoman sistem manajemen keselamatan
konstruksi diperlukan untuk mewujudkan tertib
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan
standar keamanan, keselamatan, kesehatan,
keberlanjutan dan memenuhi aspek pembinaan serta

pengawasan keselamatan konstruksi secara nasional;
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Mengingat

—_

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Pedoman Sistem Manajemen

Keselamatan Konstruksi;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 249);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Menetapkan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
107);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan
keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi
dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan,
keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang
menjamin keselamatan keteknikan konstruksi,
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan
publik dan lingkungan.

2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang
selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem
manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam
rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang
selanjutnya disebut K3 Konstruksi adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada
Pekerjaan Konstruksi.

4. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat

UKK adalah wunit pada Penyedia Jasa Pekerjaan
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10.

11.

12.

13.

14.

Konstruksi  yang bertanggung  jawab terhadap
pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi
konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian,
perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen
penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan  pembangunan
kembali suatu bangunan.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan
yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
Pengawas Pekerjaan Konstruksi adalah tim pendukung
yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa yang
bertanggung jawab pada pengawasan Pekerjaan
Konstruksi dan pemenuhan terhadap norma, standar,
prosedur dan kriteria.

Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi kepada Penyedia Jasa, termasuk diantaranya
sub-kontraktor, produsen, dan pemasok.

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen
kontrak yang mengatur hubungan hukum antara
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam pekerjaan jasa
Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaahan
tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh
Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi pengkajian,
perencanaan serta perancangan.

Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai
kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK
yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi

yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang atau
petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang
diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan
Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh
lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Penerapan SMKK adalah biaya SMKK yang
diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap
Pekerjaan Konstruksi.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
pejabat pembuat komitmen.

Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana
penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan
dokumen kontrak.

Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko konstruksi
yang memenuhi satu atau lebih kriteria berupa besaran
risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis
alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan
teknologi yang digunakan.

Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah
perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan
adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas
konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan
lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya
tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi dengan
memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan
yang ditimbulkan.

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi
adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap
kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang

meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan dan
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